
BUPATI POHUWATO

PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO 
NOMOR 22 TAHUN 2022

TENTANG

KOLABORASI INOVASI DAERAH KABUPATEN POHUWATO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI POHUWATO,

M enim bang : a. bahw a dalam  rangka m endukung  dan  m em percepat

pencapaian  visi dan  misi Pem erintahan D aerah K abupaten 

Pohuwato, m aka d ib u tu h k an  kolaborasi berbagai stakeholder 

yang m enyatu  dalam  inovasi program  dan kegiatan;

b. bahw a inovasi program  dan  kegiatan akan  lebih efektif dan  

berkelanju tan  dalam  pencapaian  indikator k ineija  u tam a 

pem erin tahan daerah  m elalui kolaborasi inovasi lin tas 

Perangkat D aerah, lin tas level pem erin tahan  dan  lin tas 

kelem bagaan /o rgan isasi serta  m asyarakat;

c. bahw a berdasarkan  pertim bangan sebagaim ana d im aksud 

dalam  h u ru f a  dan  h u ru f  b, perlu m enetapkan P eratu ran  

B upati ten tang  Kolaborasi Inovasi D aerah K abupaten 

Pohuwato.

M engingat : 1. U ndang-U ndang Nomor 38 T ahun  2000 ten tan g

P em bentukan  Provinsi G orontalo (Lem baran Negara 

Republik Indonesia  T ahun  2000 Nomor 258, T am bahan  

Lem baran Negara Republik Indonesia  Nomor 4060);

2. U ndang-U ndang Nomor 18 T ah u n  2002 ten tan g  Sistem  

Nasional Penelitian, Pengem bangan, d an  Penerapan  Ilmu 

P engetahuan  d an  Teknologi (Lem baran Negara Republik 

Indonesia  T ahun  2003 Nomor 84, T am bahan  Lem baran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 4219);
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BUPATI POHUWATO 

PROVINSI GORONTALO 

PERATURAN BUPATI POHUWATO 
NOMOR 22 TAHUN 2022 

TENTANG 

KOLABORASI INOVASI DAERAH KABUPATEN POHUWATO 

Menimbang : 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI POHUWATO, 

bahwa dalam rangka mendukung dan mempercepat 

pencapaian visi dan misi Pemerintahan Daerah Kabupaten 

Pohuwato, maka dibutuhkan kolaborasi berbagai stakeholder 

yang menyatu dalam inovasi program dan kegiatan, 

bahwa inovasi program dan kegiatan akan lebih efektif dan 

berkelanjutan dalam pencapaian indikator kinerja utama 

pemerintahan daerah melalui kolaborasi inovasi lintas 

Perangkat Daerah, lintas level pemerintahan dan lintas 

kelembagaan /organisasi serta masyarakat, 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Kolaborasi Inovasi Daerah Kabupaten 

Pohuwato. 

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060), 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem 

Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 84, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4219), 
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3. U ndang-U ndang Nomor 6 T ahun  2003 ten tang  P em ben tukan  

K abupaten  Bone Bolango d an  K abupaten  Pohuw ato Di 

Provinsi G orontalo (Lem baran Negara Republik Indonesia  

T ahun  2003 Nomor 26, T am bahan  Lem baran Negara Republik 

Indonesia  Nomor 4269);

4. U ndang-U ndang Nomor 25 T ah u n  2004 ten tan g  Sistem  

P erencanaan  P em bangunan  Nasional (Lem baran Negara 

Republik Indonesia  T ahun  2004 Nomor 104, T am bahan  

Lem baran Negara Rebublik Indonesia  Nomor 4421);

5. U ndang-U ndang Nomor 23 T ahun  2014 ten tan g  P em erin tahan  

D aerah (Lem baran Negara Republik Indonesia  T ahun  2014 

Nomor 244, T am bahan  Lem baran Negara Republik Indonesia  

Nomor 5587) sebagaim ana  telah  d iu b ah  beberapa  kali te rak h ir 

dengan U ndang-U ndang Nomor 11 T ahun  2020 ten tan g  C ipta 

Kerja Lem baran Negara Republik Indonesia  T ahun  2020 

Nomor 245, tam b a h an  Lem baran Negara Republik Indonesia  

Nomor 6573);

6 . P era tu ran  Pem erin tah  Nomor 38 T ah u n  2017 ten tan g  Inovasi 

D aerah (Lem baran Negara Republik Indonesia  T ahun  2017 

Nomor 206, T am bahan  L em baran Negara Republik Indonesia  

Nomor 6123);

7. P era tu ran  M enteri Dalam  Negeri Nomor 104 T ahun  2018 

ten tan g  Penilaian dan  Pem berian Penghargaan d a n /a ta u  

Insen tif Inovasi D aerah (Berita Negara Republik Indonesia  

T ahun  2018 Nomor 1611);

8 . P e ra tu ran  D aerah K abupaten  Pohuw ato Nomor 4 T ahun  2021 

ten tan g  R encana Pem bangunan  Ja n g k a  M enengah D aerah 

(RPJMD) K abupaten  Pohuw ato ta h u n  2021-2026 (Lem baran 

D aerah K abupaten  Pohuw ato T ahun  2021 Nomor 235, 

T am bahan  Lem baran D aerah K abupaten  Pohuw ato Nomor 

199).

P A R A F

O P D P e r P U U

t 1

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan 

Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato Di 

Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4269), 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Rebublik Indonesia Nomor 4421), 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6573), 

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6123), 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 

tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau 

Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 1611), 

. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 4 Tahun 2021 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Kabupaten Pohuwato tahun 2021-2026 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2021 Nomor 235, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 

199). 
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MEMUTUSKAN :

M enetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG KOLABORASI INOVASI 

DAERAH KABUPATEN POHUWATO.

BAB I
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1

D alam  P era tu ran  B upati ini yang d im aksud  dengan :

1. D aerah  ad a lah  K abupaten  Pohuw ato sebagai k e sa tu a n  m asy arak a t h u k u m  

yang m em punyai b a ta s -b a ta s  wilayah yang berw enang m enga tu r dan  

m engurus u ru sa n  p em erin tahan  dan  kepen tingan  m asyarakat se tem pat 

m e n u ru t p rak a rsa  sendiri b e rd asa rk an  asp irasi m asy arak a t dalam  sistem  

Negara K esatuan  Republik Indonesia.

2. Pem erin tah  D aerah  ad a lah  B upati dan  Perangkat D aerah sebagai u n s u r  

penyelenggara pem erin tah  d aerah  di K abupaten  Pohuwato;

3. B upati ad a lah  B upati Pohuw ato;

4. B adan  P erencanaan  Penelitian d an  Pengem bangan yang se lan ju tnya  

d isingkat B aperlitbang ad a lah  u n s u r  pem ban tu  B upati dalam  

m enyelenggarakan P em erin tahan  D aerah  yang m em punyai tu g as  dibidang 

peren can aan , penelitian  d an  pengem bangan;

5. Perangkat D aerah yang se lan ju tnya  d isingkat PD adalah  u n s u r  pem ban tu  

kepala  d aerah  dalam  penyelenggaraan  p em erin tahan  daerah  yang terdiri dari 

sek re ta ria t daera , sek re ta ria t DPRD, d in as daerah , lem baga teknis, 

kecam atan  d an  ke lu rahan .

6 . Inovasi ad a lah  kegiatan  penelitian , pengem bangan d a n /a ta u  perekayasaan  

yang b e rtu ju an  m engem bangan p en erap an  pak tis  nilai d an  kon teks ilmu 

p en g etah u an  yang b a ru , a ta u  cara  b a ru  u n tu k  m enerapkan  inovasi dan  

teknologi di Perangkat D aerah m asing-m asing.

7. Kolaborsi Inovasi D aerah  yang d isingkat KIDa ad a lah  proses pengem bangan 

inovasi program  d an  kegiatan  yang m engedepankan  kerjasam a berbagai 

p ihak , a n ta r  Perangkat D aerah, Perangkat D aerah  dengan 

L em baga/P ergu ruan  tinggi, P erangkat D aerah  dengan  pem erin tah  

d e sa /k e lu ra h a n , Perangkat D aerah  dengan  sw asta  dan  m asyarakat.
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MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KOLABORASI INOVASI 

DAERAH KABUPATEN POHUWATO. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

L, Daerah adalah Kabupaten Pohuwato sebagai kesatuan masyarakat hukum 

yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan 

mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 

menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintah daerah di Kabupaten Pohuwato, 

Bupati adalah Bupati Pohuwato, 

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya 

disingkat Baperlitbang adalah unsur pembantu Bupati dalam 

menyelenggarakan Pemerintahan Daerah yang mempunyai tugas dibidang 

perencanaan, penelitian dan pengembangan, 

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu 

kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari 

sekretariat daera, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis, 

kecamatan dan kelurahan. 

Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan dan/atau perekayasaan 

yang bertujuan mengembangan penerapan paktis nilai dan konteks ilmu 

pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan inovasi dan 

teknologi di Perangkat Daerah masing-masing. 

Kolaborsi Inovasi Daerah yang disingkat KIDa adalah proses pengembangan 

inovasi program dan kegiatan yang mengedepankan kerjasama berbagai 

pihak, antar Perangkat Daerah, Perangkat Daerah dengan 

Lembaga/Perguruan tinggi, Perangkat Daerah dengan pemerintah 

desa/kelurahan, Perangkat Daerah dengan swasta dan masyarakat. 
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8 . Kegiatan Penelitian d an  Pengem bangan yang se lan ju tnya  d isingkat Kelitbang 

ad a lah  kegiatan  yang m elakukan  Penelitian, Pengem bangan, P enerapan , 

Pengkajian, P erekayasaan  d an  Pengoperasian yang b e rtu ju an  

m engem bangkan penerapan  p rak tis  nilai d an  kon teks Inovasi d an  Teknologi 

yang te lah  ada.

9. Inovasi dan  Teknologi adalah  ca ra  a ta u  m etode se rta  p roses a ta u  p roduk  

yang d ihasilkan  dari penerapan  dan  pem anfaa tan  berbagai pen g etah u an  

yang m enghasilkan  nilai bagi p em en u h an  k eb u tu h an , kelangsungan , dan  

pen ingkatan  m u tu  k eh idupan  m anusia .

10. Inovasi Government A w ard  d isingkat IGA ad alah  aplikasi peng inpu tan  hasil 

inovasi perangkat daerah .

1 1 . R encana P em bangunan  Ja n g k a  M enengah D aerah  (RPJMD) K abupaten  

Pohuw ato ad a lah  dokum en p erencanaan  jan g k a  m enengah  daerah  

K abupaten  Pohuw ato u n tu k  periode 5 (lima) tah u n .

12. R encana Kerja P em erin tahan  D aerah (RKPD) K abupaten  Pohuw ato ada lah  

dokum en p e ren can aan  d aerah  K abupaten  Pohuw ato u n tu k  periode 1 (satu) 

tah u n .

13. R encana Keija a ta u  d isingkat Renja adalah  dokum en pe ren can aan  

perangkat d aerah  u n tu k  jan g k a  w aktu  1 (satu) tah u n .

R uang lingkup KIDa K abupaten  Pohuw ato m eliputi :

a. p erencanaan ;
b. p e lak san aan  Inovasi;
c. m onitoring, evaluasi d an  replikasi; dan
d. pelaporan  inovasi.

(1) Setiap  pem erin tah  d aerah  diw ajibkan m engem bangkan inovasi d aerah  yang 

b e rtu ju an  u n tu k  m en ingkatkan  k inerja  pem erin tahan  daerah ;

BAB II
RUANG LINGKUP 

Pasal 2

BAB III
PERENCANAAN KIDa 

Bagian K esatu 
Kewajiban Inovasi 

Pasal 3

PA R AF
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10. 

1d. 

I2, 

13, 

Kegiatan Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disingkat Kelitbang 

adalah kegiatan yang melakukan Penelitian, Pengembangan, Penerapan, 

Pengkajian, Perekayasaan dan Pengoperasian yang bertujuan 

mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks Inovasi dan Teknologi 

yang telah ada. 

Inovasi dan Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk 

yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai pengetahuan 

yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan 

peningkatan mutu kehidupan manusia. 

Inovasi Government Award disingkat IGA adalah aplikasi penginputan hasil 

inovasi perangkat daerah. 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten 

Pohuwato adalah dokumen perencanaan jangka menengah daerah 

Kabupaten Pohuwato untuk periode 5 (lima) tahun. 

Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Pohuwato adalah 

dokumen perencanaan daerah Kabupaten Pohuwato untuk periode 1 (satu) 

tahun. 

Rencana Kerja atau disingkat Renja adalah dokumen perencanaan 

perangkat daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 

BAB II 

RUANG LINGKUP 

Pasal 2 

Ruang lingkup KIDa Kabupaten Pohuwato meliputi : 

a. 

2.
 
G
e
 

(1) 

perencanaan, 

pelaksanaan Inovasi, 

monitoring, evaluasi dan replikasi, dan 

pelaporan inovasi. 

BAB III 

PERENCANAAN KIDa 

Bagian Kesatu 

Kewajiban Inovasi 

Pasal 3 

Setiap pemerintah daerah diwajibkan mengembangkan inovasi daerah yang 

bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan daerah, 
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(2) Pengem bangan inovasi sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (1) d ikoordinir 

oleh PD yang  m enangan i u ru sa n  kelitbangan  d im ana rangking inovasi 

daerah  setiap  ta h u n  ha l ini d ipublis oleh K em enterian D alam  Negeri;

(3) Pengem bangan inovasi sebagaim ana d im aksud  pada aya t (2), se tiap  PD 

wajib m enetapkan , m elak san ak an  d an  m elaporkan  inovasinya setiap  ta h u n  

m elalui ap likasi IGA K em enterian Dalam  Negeri;

(4) U n tuk  ke lancaran  pengelolaan inovasi daerah , setiap  PD m en e tap k an  sa tu  

orang  tenaga  pengelola inovasi yang d im asu k k an  ke B aperlitbang dan  

se lan ju tnya  a k an  d ite tapkan  dengan K epu tusan  B upati.

B agian K edua 
Analisis D ata d an  Kinerja 

Pasal 4

(1) Setiap PD dan  pem erin tahan  d e sa /k e lu ra h a n  yang ak an  m eru m u sk an  

kolaborasi inovasi d idahu lu i dengan  analisis  d a ta  d an  k inerja  ta h u n a n  

b e rd asa rk an  tu g as d an  fungsinya.

(2) Analisis d a ta  dan  k inerja  ta h u n a n  sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (1) 

d ilakukan  oleh m asing-m asing  kepala  b id an g /b ag ian  b ersam a p a ra  

pe jabat fungsional d an  p e lak san a  setiap  b u lan  Februari ta h u n  berja lan

(3) Hasil analisis  sebagaim ana d im aksud  pad a  ay a t (2) ak an  m enghasilkan  

inovasi keg iatan  yang se lan ju tnya  inovasi te rseb u t d idaftar oleh p a jaba t 

adm in istra to r PD.

(4) Inovasi yang telah  d idaftar sebagaim ana  d im aksud  pada ayat (3) d ibahas 

pada  ra p a t p im pinan  perangkat d aerah  u n tu k  se lan ju tnya  d ite tapkan  

m enjadi inovasi tah u n a n .

(5) Inovasi yang  d idaftarkan  oleh PD m inim al d u a  ta h u n  telah  d ilaksanakan .

Bagian Ketiga 
Identifikasi Kolaborasi 

Pasal 5

(1) Agar inovasi yang d ilak san ak an  PD d ap a t berlangsung  efektif dan  

b erke lan ju tan  m aka  perlu  didentifikasi PD te rka it a tau  lem b ag a /p erg u ru an  

tinggi yang d a p a t berkolaborasi.

(2) L em baga/P ergu ruan  Tinggi sebagaim ana  d im aksud  p ad a  ayat (1) agar 

d iliba tkan  sejak  p roses perencanaan , p e lak san aan  dan  evaluasi.
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(2) 

1) 

(4) 

(2) 

(3) 

(4) 

(S) 

(1) 

(2) 

Pengembangan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir 

oleh PD yang menangani urusan kelitbangan dimana rangking inovasi 

daerah setiap tahun hal ini dipublis oleh Kementerian Dalam Negeri, 

Pengembangan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap PD 

wajib menetapkan, melaksanakan dan melaporkan inovasinya setiap tahun 

melalui aplikasi IGA Kementerian Dalam Negeri, 

Untuk kelancaran pengelolaan inovasi daerah, setiap PD menetapkan satu 

orang tenaga pengelola inovasi yang dimasukkan ke Baperlitbang dan 

selanjutnya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

Bagian Kedua 

Analisis Data dan Kinerja 

Pasal 4 

Setiap PD dan pemerintahan desa/kelurahan yang akan merumuskan 

kolaborasi inovasi didahului dengan analisis data dan kinerja tahunan 

berdasarkan tugas dan fungsinya. 

Analisis data dan kinerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan oleh masing-masing kepala bidang/bagian bersama para 

pejabat fungsional dan pelaksana setiap bulan Februari tahun berjalan 

Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan menghasilkan 

inovasi kegiatan yang selanjutnya inovasi tersebut didaftar oleh pajabat 

administrator PD. 

Inovasi yang telah didaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas 

pada rapat pimpinan perangkat daerah untuk selanjutnya ditetapkan 

menjadi inovasi tahunan. 

Inovasi yang didaftarkan oleh PD minimal dua tahun telah dilaksanakan. 

Bagian Ketiga 

Identifikasi Kolaborasi 

Pasal 5 

Agar inovasi yang dilaksanakan PD dapat berlangsung efektif dan 

berkelanjutan maka perlu didentifikasi PD terkait atau lembaga/perguruan 

tinggi yang dapat berkolaborasi. 

Lembaga/Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar 

dilibatkan sejak proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. 
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(3) L em baga/Perguru  an  Tinggi sebagaim ana  d im aksud  pad a  ay a t (2) 

d ite tapkan  m elalui su ra t k e p u tu sa n  oleh pe jabat yang berwewenang.

Bagian Keem pat 
Penetapan  Inovasi 

Pasal 6

(1) Inovasi PD yang te lah  d ite tapkan  sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 4 

ayat (4) d ite tapkan  m elalui k e p u tu sa n  p im pinan PD yang se lan ju tnya  

d isam paikan  kepada B upati m elalui PD yang m em bidangi kelitbangan.

(2) Penetapan  sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (1) d ilak san ak an  pad a  bu lan  

Mei se tiap  ta h u n  berjalan

Bagian Kelima
P em asukan  Inovasi Dalam  Renja 

Pasal 7

(1) Setiap PD m em asukkan  inovasi yang  te lah  d ite tapkan  ke dalam  dokum en 

Renja PD setiap  tah u n .

(2) Inovasi yang m asu k  dalam  Renja PD sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (1) 

m enjadi p rio ritas keg iatan  yang m asu k  APBD setiap  tah u n .

BAB IV
PELAKSANAAN INOVASI 

Pasal 8

(1) Inovasi yang telah  m asu k  dalam  dokum en p e lak san aaan  anggaran  PD 

setiap  ta h u n , d ilakukan  p roses adm in istrasi pengadaan  barang  d an  ja s a  

sesua i k e te n tu an  p e ra tu ran  peru n d an g -u n d an g an .

(2) Proses adm in istrasi sebagaim ana  d im aksud  pad a  ayat (1) d ilak san ak an  

pada  triw ulan  pertam a setiap  ta h u n .

(3) Tim p e lak san a  inovasi d ite tap k an  dengan  K epu tusan  Kepala B a d an /D in as  

a ta u  K epu tusan  Bupati.

(4) Sebelum  p e lak san aan  setiap  PD agar m enyiapkan  kerangka a cu a n  kerja 

kegiatan  m inim al berisikan  a p a  yang ak an  d iru b ah  terka it inovasi itu , siapa  

sa ja  terlibat, k ap an  pe lak san aan , bagaim ana m elaksanakannya, siapa  

sasa ran n y a , ap a  kriteria  sa sa ran , se rta  berapa  anggarannya.
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(1) 

(2) 

(1) 

(2) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

Lembaga/Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

ditetapkan melalui surat keputusan oleh pejabat yang berwewenang. 

Bagian Keempat 

Penetapan Inovasi 

Pasal 6 

Inovasi PD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

ayat (4) ditetapkan melalui keputusan pimpinan PD yang selanjutnya 

disampaikan kepada Bupati melalui PD yang membidangi kelitbangan. 

Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan 

Mei setiap tahun berjalan 

Bagian Kelima 

Pemasukan Inovasi Dalam Renja 

Pasal 7 

Setiap PD memasukkan inovasi yang telah ditetapkan ke dalam dokumen 

Renja PD setiap tahun. 

Inovasi yang masuk dalam Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

menjadi prioritas kegiatan yang masuk APBD setiap tahun. 

BAB IV 

PELAKSANAAN INOVASI 

Pasal 8 

Inovasi yang telah masuk dalam dokumen pelaksanaaan anggaran PD 

setiap tahun, dilakukan proses administrasi pengadaan barang dan jasa 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Proses administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

pada triwulan pertama setiap tahun. 

Tim pelaksana inovasi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan /Dinas 

atau Keputusan Bupati. 

Sebelum pelaksanaan setiap PD agar menyiapkan kerangka acuan kerja 

kegiatan minimal berisikan apa yang akan dirubah terkait inovasi itu, siapa 

saja terlibat, kapan pelaksanaan, bagaimana melaksanakannya, siapa 

sasarannya, apa kriteria sasaran, serta berapa anggarannya. 
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Bagian K esatu
Peningkatan  K apasitas Penerim a Inovasi 

Pasal 9

Setiap PD yang ak an  m elak san ak an  inovasi agara  terlebih  d ah u lu  

m elaksanakan  penyiapan  sosial a ta u  pen ingkatan  k ap asita s  kepada 

penerim a inovasi.

Peningkatan  k a p as ita s  d a p a t d ilak san ak an  oleh tim  yang terlibat dalam  

kolaborasi inovasi te rsebu t.

Bagian Kedua 
P e laksanaan  Inovasi 

Pasal 10

P elaksanaan  inovasi d ipastikan  sesuai ta ta  kelola keuangan  b e rd asa rk an  

k e te n tu an  p e ra tu ran  p e ru n d ang -undangan .

P e laksanaan  inovasi d ipastikan  selesai dalam  sa tu  ta h u n  anggaran .

BAB V
MONITORING, EVALUASI DAN REFLIKASI KIDa 

Bagian K esatu 
M onitoring KIDa 

Pasal 11

M onitoring kolaborasi inovasi d aerah  d ilak san ak an  oleh tim  yang  telah  

d ite tapkan  sesua i tu g as  m asing-m asing.

M onitoring d itu ju k an  u n tu k  m elihat a p ak ah  ren can a  keg iatan  berjalan 

sesua i ren can a  yang telah  d itu an g k an  dalam  dokum en inovasi.

Hasil m onitoring d ib u a t dalam  b en tu k  laporan  m onitoring yang se lan ju tnya  

m enjadi b ah an  pen ting  p ad a  rap a t-rap a t tim.

Bagian K edua 
Evaluasi KIDa 

Pasal 12

Setiap  PD agar m elaksanakan  evaluasi KIDa setelah  selesai kegiatan  

d ilak sanakan .

E valuasi d itu ju k k an  u n tu k  m elihat berbagai keberhasilan  dan  kelem ahan  

KIDa. PA R AF
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(2) 

(1) 

(2) 

(1) 

(2) 

(1) 

(2) 

Bagian Kesatu 

Peningkatan Kapasitas Penerima Inovasi 

Pasal 9 

Setiap PD yang akan melaksanakan inovasi agara terlebih dahulu 

melaksanakan penyiapan sosial atau peningkatan kapasitas kepada 

penerima inovasi. 

Peningkatan kapasitas dapat dilaksanakan oleh tim yang terlibat dalam 

kolaborasi inovasi tersebut. 

Bagian Kedua 

Pelaksanaan Inovasi 

Pasal 10 

Pelaksanaan inovasi dipastikan sesuai tata kelola keuangan berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pelaksanaan inovasi dipastikan selesai dalam satu tahun anggaran. 

BAB V 

MONITORING, EVALUASI DAN REFLIKASI KIDa 

Bagian Kesatu 

Monitoring KIDa 

Pasal 11 

Monitoring kolaborasi inovasi daerah dilaksanakan oleh tim yang telah 

ditetapkan sesuai tugas masing-masing. 

Monitoring ditujukan untuk melihat apakah rencana kegiatan berjalan 

sesuai rencana yang telah dituangkan dalam dokumen inovasi. 

Hasil monitoring dibuat dalam bentuk laporan monitoring yang selanjutnya 

menjadi bahan penting pada rapat-rapat tim. 

Bagian Kedua 

Evaluasi KIDa 

Pasal 12 

Setiap PD agar melaksanakan evaluasi KlDa setelah selesai kegiatan 

dilaksanakan. 

Evaluasi ditujukkan untuk melihat berbagai keberhasilan dan kelemahan 
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(3) K elem ahan KIDa ak an  m enjadi referensi u n tu k  perba ikan  dan  p e ru m u san  

inovasi la innya d itah u n  kedepan.

(4) E valuasi m enjadi tanggung  jaw ab  Tim KIDa yang d iben tuk  oleh PD

(1) Setiap  PD yang  berhasil dalam  m en ja lankan  KIDa, m aka penting  inovasi 

te rseb u t te ru s  direflikasi ke lokasi lain.

(2) Reflikasi KIDa ju g a  d a p a t d ikem bangkan  ke d aerah  lainnya ketika  d aerah  
te rseb u t m em bu tuhkan .

(1) Setiap PD wajib m em buat pe laporan  p e lak san aan  KIDa setiap  tah u n .

(2) Pelaporan p e lak san aan  inovasi sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (1) 

d iin p u t langsung  pada  aplikasi IGA K em enterian Dalam  Negeri se tiap  w aktu  

yang d iten tukan .

(3) Pelaporan d ilak san ak an  oleh petugas 37ang telah  d ite tapkan  PD dan  

dibaw ah a ra h a n  se rta  pem bim bingan dari Baperlitbang.

(4) Bagi PD yang tidak  m elak san ak an  peng inpu tan  inovasi dalam  sistem , m aka 

ak an  d ium um kan  secara  resm i se tiap  ta h u n  oleh Baperlitbang.

(1) B en tuk  pelaporan  agar d isesu a ik an  dengan  k e b u tu h a n  form at yang te lah  

d iten tu k an  pad a  sistem  aplikasi IGA K em enterian Dalam  Negeri.

(2) B en tuk  pelaporan  te rseb u t m encakup  ta h a p a n  proses, foto dokum en tasi 

keg iatan  d an  video singkat kegiatan.

Bagian Ketiga 
Reflikasi KIDa 

Pasal 13

BAB VI 

PELAPORAN 

Bagian K esatu 

Kewajiban Pelaporan 

Pasal 14

Bagian Kedua 

B en tuk  Pelaporan

Pasal 15

PA R AF
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Kelemahan KIDa akan menjadi referensi untuk perbaikan dan perumusan 

inovasi lainnya ditahun kedepan. 

Evaluasi menjadi tanggung jawab Tim KIDa yang dibentuk oleh PD. 

Bagian Ketiga 

Reflikasi KIDa 

Pasal 13 

Setiap PD yang berhasil dalam menjalankan KIDa, maka penting inovasi 

tersebut terus direflikasi ke lokasi lain. 

Reflikasi KIDa juga dapat dikembangkan ke daerah lainnya ketika daerah 

tersebut membutuhkan. 

BAB VI 

PELAPORAN 

Bagian Kesatu 

Kewajiban Pelaporan 

Pasal 14 

Setiap PD wajib membuat pelaporan pelaksanaan KIDa setiap tahun. 

Pelaporan pelaksanaan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diinput langsung pada aplikasi IGA Kementerian Dalam Negeri setiap waktu 

yang ditentukan. 

Pelaporan dilaksanakan oleh petugas yang telah ditetapkan PD dan 

dibawah arahan serta pembimbingan dari Baperlitbang. 

Bagi PD yang tidak melaksanakan penginputan inovasi dalam sistem, maka 

akan diumumkan secara resmi setiap tahun oleh Baperlitbang. 

Bagian Kedua 

Bentuk Pelaporan 

Pasal 15 

Bentuk pelaporan agar disesuaikan dengan kebutuhan format yang telah 

ditentukan pada sistem aplikasi IGA Kementerian Dalam Negeri. 

Bentuk pelaporan tersebut mencakup tahapan proses, foto dokumentasi 

kegiatan dan video singkat kegiatan. 

  

PARAF   
OPD Perl PUU 

    

       



BAB VII 

PENUTUP 

Pasal 16

P era tu ran  B upati ini m ulai berlaku  pada  tanggal d iundangkan .

Agar se tiap  orang m engetahu inya, m em erin tahkan  pengundangan  P era tu ran  

B upati ini dengan penem patannya  dalam  B erita  D aerah K abupaten  Pohuw ato.

D itetapkan  di M arisa
pad a  tanggal 27 J u n i  2022

BUPATI POHUWATO,

D iundangkan  di M arisa 

pad a  tanggal 27 J u n i

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,

ISKANDAR DATAU

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2022 NOMOR ..22

BAB VII 

PENUTUP 

Pasal 16 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato. 

Ditetapkan di Marisa 

pada tanggal 27 Juni 2022 

BUPATI POHUWATO, 

Kanaan 

Diundangkan di Marisa 

pada tanggal 27 Juni 2022 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO, 

SKANDAR DATAU 

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2022 NOMOR ..22 
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